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PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH

Menimbang

Mengingat

BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan
pendayagunaan zakat dan infak/sedekah sebagai potensi
ekonomi umat Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 180
ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 110, Pasal 121 dan
Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, maka perlu
dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga
profesional yang bertanggungjawab agar pengelolaan lebih
berdaya guna serta dapat dikembangkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener
Meriah tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat Dan
Infak/Sedekah Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
(Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018
tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8,
Tambaban Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN
ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BAITUL MAL KABUPATEN
BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.

Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas
Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
Bupati adalah Bupati Bener Meriah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bener Meriah.

S. Satuar



10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan
pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap
penyelenggaraan  kebijakan dan  penyelenggaraan
pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Agama
Lainnya.
Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan
pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota
yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen
yang berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola
dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta
keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian
berdasarkan syariat [slam.
Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya
disebut BMK adalah Baitul Mal pada Pemerintah
Kabupaten Bener Meriah.
Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yang
selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur
penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak,
harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan
pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Bener
Meriah.
Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan
Zakat.
Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima
Zakat.
Munfik adalah orang atau badan yang memberikan infak.
Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf
dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai
dengan peruntukannya.
Zakat adalah harta yang diserahkan oleh Muzaki dan/atau
dipungut oleh BMK sebagai kewajiban atas harta dan/atau
penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk
disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari
orang islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan
ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam
Qanun.
Sedekah adalah pemberian (harta atau non harta) dari
seorang muslim kepada orang lain dengan ikhlas tanpa
ada batasan waktu dan jumlah tertentu.
Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang
bukan Zakat, Infak/Sedekah dan Wakaf yang diserahkan
kepada BMK untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan
dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau
harta yang berdasarkan hukum dikelola dan
dikembangkan oleh BMK, seperti harta yang tidak ada
pemiliknya atau harta uqubat atau harta yang dibeli oleh
BMK untuk menjadi aset.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran dan
untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten yang dipimpinnya.

19. Kuasce










































